
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 71 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) 

KOTA SURABAYA TAHUN 2023  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

monitoring evaluasi, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat 
Daerah (Renja-PD); 

b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ditetapkan dengan

Peraturan Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD) Kota Surabaya Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6409); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004   Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4700); 

 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 6801); 
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 5679); 
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10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 
 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 4817); 

 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

 
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran  Negara  Tahun  2016 Nomor 

114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887) sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 

2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 

Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 
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18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

 
20.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – 

Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, 
Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan 

Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225); 
 

21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

 

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

 

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

 

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 
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26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 
Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan 

dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 
 

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); 

 

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 
 

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

 
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
 

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020               

Nomor 1781); 

 
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 
 

35.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 486); 

 
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022); 
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37.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
 

38.Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 
3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 15); 

 
39.Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D); 
 

40.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2023; 

 

41.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 16); 

 

42.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 
2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 

Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Nomor 10); 
 

43.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Nomor 3); 

 
44.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2021 Nomor 4); 
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45.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 

2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya 

Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2022 Nomor 42); 

 

46.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 

Surabaya Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 

Tahun 2022 Nomor 55). 
 

MEMUTUSKAN  : 

   
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) KOTA SURABAYA                   

TAHUN 2023. 

   
Pasal  1 

   

  Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 

 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Surabaya. 

 

4. Walikota adalah Walikota Surabaya. 
 

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan Kota Surabaya. 

 
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Surabaya. 
 

7. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan 

Administrasi Pembangunan adalah Kepala Bagian 
Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi 

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.. 

 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah 

Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, 

Sekretariat DPRD dan Kecamatan di lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya. 
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9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 
 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun 
yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 

dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 

 
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 
 

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. 
 

   

Pasal 2 
 

  (1) Renja-PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok 

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan 

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun 
berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.  

 

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 
pedoman PD dalam menyusun RKA PD. 

 

(3) Rekapitulasi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok 
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan 

seluruh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

   

 

Pasal 3 
 

  (1) Dalam hal RKPD dan Renja PD berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan 
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, 

dapat dilakukan perubahan. 

 
(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : 

 
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

prioritas dan sasaran pembangunan daerah, kerangka 

ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah; 
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b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun

berjalan dan/atau;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman Perubahan Renja PD.

Pasal   4 

(1) PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi

uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari

masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renja PD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan 

Kepala Administrasi Pembangunan paling lambat 10 

(sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang 
bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan

pertimbangan untuk usulan target dan kebutuhan
pendanaan pada Renja PD tahun berikutnya.

Pasal   5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.   

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 2 Agustus 2022 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

  ERI CAHYADI 

Diundangkan di ........... 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 2 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 72 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN 

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 

Jaksa Madya 
NIP. 19780307 200501 1 004 


	SALINAN

